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P U T U S A N
Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat  pertama dalam sidang Majelis  Hakim telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tri  Maryansi  Putri  binti  Mustopa,  umur  19  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 05 Desa

Sungai  Duren,  Kecamatan Jambi  Luar  Kota,  Kabupaten  Muaro

Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Penggugat;

MELAWAN

M. Alauzar Alandani bin Adi Asmar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

SD,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  RT  02  Desa

Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro

Jambi, Provinsi Jambi., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; 

Setelah mendengar  keterangan Penggugat  dan Tergugat  serta  memeriksa  alat

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  15 Juli

2020 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Sengeti  dengan

register perkara Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro

Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 13 Maret

2019 tertanggal 13 Maret 2019;
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2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman orangtua Penggugat di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar

Kota,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Provinsi  Jambi  dan  selanjutnya  pindah  ke

desaPematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota sampai terjadi pisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul

sebagaimana  layaknya  suami-isteri  dan  sudah dikaruniai  satu  orang  anak

yang bernama Fikri Aulia, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Mei 2019 di Sungai

Duren;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga

dengan Tergugat  hanya berlangsung sampai  sekitar bulan juni tahun 2019,

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

secara terus menerus  sejak bulan juni tahun 2019 sampai dengan saat ini,

yang penyebabnya antara lain;

 Tergugat merupakan pengguna obat-obatan terlarang dan Tergugat

tidak mau berhenti untuk menggunakan obat-obatan tersebut;

 Penggugat  tidak  dapat  menerima perbuatan Tergugat  yang malas

bekerja  tetapi  terus  meminta  uang  kepada  Penggugat  untuk  membeli

obat-obatan terlarang;

 Penggugat  tidak  dapat  menerima  perbuatan  Tergugat  yang  tidak

dapat mengendalikan emosinya, yang mana Tergugat tidak segan untuk

menyakiti Penggugat disaat dalam keadaan emosi;

 Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk lebih bertanggung jawab

terhadap masalah keuangan rumah tangga, yang mana kebutuhan dalam

rumah tangga banyak dimantu oleh orangtua Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari  percekcokan antara  Penggugat  dan Tergugat  terjadi

pada  bulan Juni  tahun  2020. Yang  menyebabkan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah pisah rumah, dimana Penggugat  pergi dan kembali kerumah

orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
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7. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi,

Penggugat  telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara  Penggugat  dan Tergugat  sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah sebagaimana  maksud  dan

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai

ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  maka  dengan  ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti  cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili  perkara ini  untuk dapat menentukan

hari  persidangan,  kemudian  memanggil  Penggugat  dan  Tergugat  untuk

diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

PRIMER  :  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (M. Alauzar Alandani bin Adi Asmar)

Terhadap Penggugat (Tri Maryansi Putri binti Mustopa);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSID  E  R:  

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;
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Bahwa,  Majelis  Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan,  Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat

dan  Tergugat  telah  menunjuk  Dra.  Muliyamah,  M.H.,  selaku  mediator  untuk

melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator

menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil

mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil,  selanjutnya pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban

di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas benar sebagaimana dalam surat gugatan; 

- Bahwa benar, Tergugat sudah menikah dengan Pengggugat pada tanggal

13 Maret 2019; 

- Bahwa  mengenai  dalil  gugatan  Penggugat  angka  1  sampai  4  benar

adanya; 

- Bahwa  dalil  gugatan  Penggugat  angka  5  point  pertama  adalah  benar,

Tergugat akui bahwa Tergugat memang seorang pengguna obat-obatan

terlarang jenis sabu, dan Tergugat memang seorang pemakai sabu sejak

Tergugat  masih  berstatus  bujangan,  namun sejak  2  bulan  ini  Tergugat

baru mulai berhenti menghisap sabu; 

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 point kedua adalah tidak benar,

karena  Tergugat  bekerja  di  kerambah  ikan  milik  orang,  dan  Tergugat

mendapatkan upah empat bulan sekali  dari  panen, dan sebelum pisah

Tergugat pernah memberikan upah Tergugat kepada Penggugat sebesar

Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 point ketiga adalah tidak benar,

dengan  alasan  Tergugat  memang  tipologi  emosional,  namun  Tergugat

tidak  pernah memukul  dan menyakiti  fisik  Penggugat,  namun Tergugat
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akui Tergugat memang sering melontarkan kalimat-kalimat kasar kepada

Penggugat ketika emosi; 

- Bahwa  dalil  gugatan  Penggugat  angka  6  adalah  benar,  Tergugat  akui

bahwa Tergugat  memang telah berpisah dengan Penggugat  sejak Juni

2020,  penyebabnya  adalah  Penggugat  selalu  menolak  ketika  Tergugat

mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri; 

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai, karena masih sayang;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan

repliknya dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan:

Bahwa,  terhadap  replik  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah  memberikan

dupliknya dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  meberikan  kesempatan  secara

berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat  buktinya masing-

masing;

Bahwa  kesempatan  pertama  dimanfaatkan  oleh  Penggugat  untuk

menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti

Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/023/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019

atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kecamatan  Jambi  Luar

Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,, telah bermeterai cukup dan di-

nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi Penggugat

1. Romlah binti Umar, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 05, Desa Sungai Duren,

Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro jambi, telah memberikan keterangan

di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu

kandung Penggugat; 
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- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  orangtua  Penggugat  di  Desa  Sungai  Duren,  Kecamatan

Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan

harmonis,  namun  sejak  2019  tidak  harmonis  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT)  kepada  Penggugat,  Tergugat  sering  berbohong  kepada

Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 4 bulan lamanya; 

- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil; 

2. Rita  Damaria  binti  Damanhuri,  umur  48  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT

08,  Desa  Sungai  Duren,  Kcamatan  Jaluko,  Kabupaten Muaro  Jambi,  di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi  adalah

sepupu Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman  orangtua  Penggugat  di  Desa  Sungai  Duren,  Kecamatan

Jambi  Luar  Kota,  selajutnya  pindah  ke  Desa  Pematang  Jering,

Kecamatan Jmabi Luar Kota samapai terjadi pisah; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan

harmonis, namun sejak Juni 2019 tidak harmonis karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pengggat dan Tergugat adalah

masalah ekonomi, Tergugat sering mengambil kembali uang yang telah

diberikannya  kepada  Penggugat,  Tergugat  sering  melakukan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  kepada  Penggugat,  saksi

pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

sebanyak tiga kali; 
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- Bahwa  tidak,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  sejak  empat

bulan; 

- Bahwa ada upaya damai, namun tidak berhasil; 

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan

alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah

mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

Bukti Saksi Tergugat

1.  Adi Asmar bin M Sayuti Usman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02, Desa Pematang Jering,

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tri Maryansi Putri binti Mustopa

adalah menantu saksi sedangkan Tergugat bernama M. Alauzar Alandani

bin Adi Asmar adalah anak saksi; 

- Bahwa  Penggugat  adalah  menantu  saksi  dan  Tergugat  adalah  anak

saksi; 

- Bahwa  setelah  menikah  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bahagia ; 

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar; 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal  sejak

dua bulan lebih; 

- Bahwa yang saksi tahu anak saksi memang seorang pemakai narkoba; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  diupayakan  untuk  rukun

kembali, namun tidak berhasil; 

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang

masing-masing  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  gugatan  dan  jawaban

serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  cukup ditunjuk segala hal

yang  telah  termuat  dalam  berita  acara  sidang  yang  dianggap  sebagai  satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal

115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar

dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah tangganya  dengan  Tergugat  baik

secara  langsung  maupun  melalui  proses  mediasi  sesuai  ketentuan  Peraturan

Mahkamah Agung Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Dra. Muliyamah, M.H.,

yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak

berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang

perkawinan  yang  perkawinannya  dilakukan  secara  agama  Islam,  maka

berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini

termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang

isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  tersebut,  Majelis

Hakim menilai  bahwa posita dari  gugatan Penggugat adalah antara Penggugat

dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan  lagi  untuk  rukun  kembali,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut

di  atas,  sebagaimana  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  nomor  1

tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
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tentang  Perkawinan,  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  harus

terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1).  Antara Penggugat dan Tergugat

masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara

Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus.  (3).  Kondisi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  cerai  tersebut  jawab  menjawab

antara Penggugat  dan Tergugat  di  persidangan pada prinsipnya ada beberapa

yang  diakui  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  harus  dinyatakan  terbukti  hal-hal

sebagai berikut;

 Bahwa  benar  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;  

 Bahwa  benar  selama  masa  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

telah dikarunia 1 orang anak;

 Bahwa, antara Penggugat  dan Tergugat sering terjadi  perselisihan

dan pertengkaran;

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama

lagi sejak Juni 2020 ;

Menimbang,  bahwa  sebaliknya  terhadap  dalil  gugatan  tersebut,  terdapat

beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang

pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa, Tergugat bekerja di kerambah ikan milik orang, dan Tergugat

mendapatkan upah empat bulan sekali dari panen, dan sebelum pisah

Tergugat pernah memberikan upah Tergugat kepada Penggugat sebesar

Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 

 Bahwa Tergugat memang tipologi emosional, namun Tergugat tidak

pernah memukul dan menyakiti  fisik Penggugat,  namun Tergugat akui

Tergugat  memang  sering  melontarkan  kalimat-kalimat  kasar  kepada

Penggugat ketika emosi;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  perkara  perdata

khusus  yang  tunduk  kepada  hukum  acara  yang  bersifat  khusus  pula,  maka

berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis, disamping sebagian posita

Penggugat  dibantah  oleh  Tergugat,  maka  Penggugat  harus  membuktikan  dalil

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di

persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di

persidangan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan antara  Penggugat  dan Tergugat

masih  terikat  dalam perkawinan  yang  sah  dan  belum pernah  bercerai,  dalam

persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta

nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai

bahwa  alat  bukti  tersebut  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  telah

dinazegelen dan dicocokan sesuai  dengan aslinya dalam persidangan ternyata

sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi

persyaratan  formil  sebagai  alat  bukti  autentik  yang  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870,

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan

Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa

Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas (hukum asal

sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang

pasti),  oleh  karenanya  telah  terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

suami-isteri  yang  sah  sampai  saat  ini  dan  belum  pernah  bercerai,  sehingga

Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak

yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan antara  Penggugat  dan Tergugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak

ada  harapan  rukun  lagi,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  22  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari  keluarga atau orang

yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  ke

persidangan,  Majelis  menilai  saksi-saksi  tersebut  adalah  orang  yang  sudah

mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam

perkara ini,  saksi-saksi  adalah keluarga atau orang yang cukup dekat  dengan

Penggugat  maupun  Tergugat,  dan  saksi-saksi  tersebut  tidak  mempunyai

kepentingan  terhadap  perkara  ini  dan  memberikan  keterangan  masing-masing

secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara

formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadapkan  Penggugat  di  bawah

sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak rukun lagi  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah

diupayakan  perdamaian  namun  tidak  berhasil,  dan  sekarang  mereka  telah

berpisah,  keterangan  tersebut  saksi-saksi  ketahui  secara  langsung  dan  bukan

cerita dari orang lain; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut

saling  bersesuaian,  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  serta  mendukung

kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagai  alat  bukti  sebagaimana  dikehendaki  dalam

Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  dapat

ditemukan  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun

tetap tidak berhasil  rukun,  ditambah antara Penggugat  dan Tergugat  sekarang

sudah sudah berpisah; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  pisah,  dan  Majelis  Hakim  di  setiap  persidangan  telah  mendamaikan

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut

merupakan  qarinah (petunjuk)  yang  dapat  ditarik  persangkaan  hakim  bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang,  bahwa dalam hal  ini  Tergugat  telah  mengajukan bukti  satu

orang saksi untuk membuktikan bantahannya, dan saksi tersebut menerangkan
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bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  dalil

gugatan  Penggugat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk

rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Penggugat  tidak  menunjukan

i’tikad  baiknya  untuk  meneruskan  kehidupan  rumah  tanggannya  bersama

Tergugat meskipun Tergugat sangat berharap rumah tangga dapat dipertahankan,

dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati

Penggugat  supaya  rukun  kembali,  serta  sudah  ditunjuk  mediator  untuk

mendamaikan namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan

Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk

meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  di  persidangan  terbukti  bahwa  sikap,

keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun

kerukunan  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  yang  akhirnya  menyebabkan

kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama

lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal

itu  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  yang  memerintahkan

suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri,

kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  pernikahan  yang

dipaksakan  dalam  artian  salah  satu  pihak  tidak  bersedia  lagi  meneruskan

kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai

visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan

Majelis  Hakim  menilai  perceraian  lebih  maslahat  untuk  kedua  belah  pihak

dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengambil  alih  pendapat  Dr.

Musthafa As Siba’i dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100

sebagai berikut :  Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak

dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan

bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka,

dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan
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kadang-kadang  apapun  sebab-sebab  timbulnya  perselisihan  ini,  baik  yang

membahayakan atau patut  dapat  diduga  membahayakan,  sesungguhnya  yang

lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri

ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain

dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan

kedamaian.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya

sering  terjadi  perselisihan  yang  terus  menerus  akan  sulit  untuk  mewujudkan

rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan

kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal

tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum lslam yang termuat dalam Kitab

Madza  Hurriyyatuz  Zaujaeni  fii  ath-Thalaq  yang  menyatakan,  "lslam  memilih

lembaga  talak/perceraian  ketika  rumah  tangga  sudah  dianggap  guncang/tidak

harmonis  dan tidak  bermanfaat  lagi  nasihat  perdamaian  dan  hubungan  suami

isteri  sudah  hilang  (tanpa  ruh),  dengan  meneruskan  perkawinan  berarti

menghukum  isteri-suami  dalam  “penjara”  yang  berkepanjangan,  hal  tersebut

merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  salah  dan  benar,  Majelis  Hakim

berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  gugatan  Penggugat  harus

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah

bercerai,  maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)  Kompilasi

hukum Islam, gugatan Penggugat  dapat  dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa setelah putusan ini  berkekuatan hukum tetap,  maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba’da

dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155  Kompilasi Hukum
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Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang

telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan  perubahan  kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan surat TUADA ULDILAG

Mahkamah Agung R.I  Nomor  28/TUADA-AG/X/2002 tanggal  22  Oktober  2002,

maka  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Sengeti  diperintahkan  untuk

mengirimkan salinan Putusan ini  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat

domisili dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara

ini harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (M. Alauzar Alandani bin

Adi Asmar) terhadap Penggugat (Tri Maryansi Putri binti Mustopa); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah  Rp416000 (empat ratus enam belas ribu rupiah); 

Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal  8 September 2020, putusan tersebut

diucapkan  pada  hari  Kamis,  tanggal  10  September  2020  Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum

oleh  Dra.  Siti  Patimah,  M.Sy..  sebagai  Ketua Majelis,  Andi  Mia  Ahmad Zaky,

S.H.I.,  M.H.  dan Suwarlan,  S.H., masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  dan

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 14 dari 15 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Adityawarman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis, 

 

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

  

Andi Mia Ahmad Zaky, S.HI, M.H. Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

 

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp.  50.000,-

3. Biaya  Panggilan  &
PNBP

: Rp.  320.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,-

5. Biaya Meterai : Rp.  6.000,-

JUMLAH : Rp.  416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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